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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan 

uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Sikap yang dapat diambil Advokat dalam menanggapi permohonan 

pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR adalah bersedia atau menolak. 

Argumentasi Advokat yang bersedia membela berdasarkan pada asas 

Presumption of Innocence, serta hak Terdakwa untuk mendapatkan 

pembelaan hukum. Bahkan dalam hal tertentu, Advokat memberikan 

pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR dikarenakan memiliki visi khusus 

untuk mengungkap secara tuntas segala kebenaran dari tindak pidana 

korupsi, misalnya Advokat mendorong Terdakwa TIPIKOR menjadi 

Justice Collaborator. Honorarium yang besar juga menjadi faktor 

pendukung untuk bersedia memberikan pembelaan hukum. Di sisi lain 

Argumentasi Advokat yang menolak membela Terdakwa TIPIKOR 

dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan menjadi Advokat 

Anti Korupsi yang memiliki idealisme bahwa membela koruptor sama 

dengan mendukung tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan serta  

perekonomian negara. 
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2. Ukuran Profesionalitas seorang Advokat dalam membela Terdakwa 

TIPIKOR dapat dilihat dari perwujudan pembelaan yang berorientasi pada 

kepentingan dan hak hukum Terdakwa yang wajib dilindungi dan 

diperjuangkan dan dijalankan sesuai dengan keahlian, serta nilai moral dan 

kejujuran tinggi yang berlandaskan pada Kode Etik Advokat Indonesia. 

Prakteknya, masih terdapat Advokat yang melakukan  penyimpangan saat 

membela Terdakwa TIPIKOR seperti menjadi bagian dari mafia peradilan. 

Hal ini disebabkan kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan 

terhadap nilai-nilai luhur atas kemuliaan profesinya, seperti kejujuran, 

kebenaran dan keadilan. 

B. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis mengusulkan saran yang 

dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Apapun sikap dan argumentasi yang diambil Advokat dalam menanggapi 

permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR, baik itu bersedia 

atau menolak untuk memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR, 

Advokat harus tetap konsisten untuk menjaga nilai-nilai luhur profesinya 

atas sikapnya yang diambil serta tidak melanggar Undang-Undang Advokat 

dan KEAI. Advokat juga harus menciptakan hubungan yang baik antara 

sesama teman sejawat terutama dalam penanganan perkara TIPIKOR, 

sehingga tidak muncul perkubuan terlabih perselisihan antara Advokat yang 
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membela Terdakwa TIPIKOR dan Advokat yang bergabung dalam 

komunitas anti korupsi. 

2. Demi terjaganya profesionalitas Advokat dalam membela Terdakwa 

TIPIKOR, penegasan sanksi bagi Advokat yang melanggar kode etik dan 

undang-undang harus diperhatikan dan dioptimalkan serta Pengawasan 

secara aktif oleh Organisasi-Organisasi Advokat. Selain itu, pengawasan 

terhadap proses pemeriksaan perkara TIPIKOR di sidang pengadilan, yang 

berfokus pada pemantauan cara pembelaan Advokat guna penegakan 

hukum, kebenaran dan keadilan. Pengawasan bisa dilakukan baik oleh 

sesama profesi Advokat, mahasiswa fakultas hukum, maupuan masyarakat 

umum, yang langsung melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Advokat yang bersangkutan kepada Organisasi Advokat atau pihak 

berwajib. 
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